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ABSTRACT 
This study aims to analyze the rational basis underlying the natural resource downstreaming policy and 

the Free Nutritious Meals (MBG) program in the Prabowo–Gibran administration, placing them in the 

perspective of Jürgen Habermas' instrumental rationality and communicative rationality. These two 

policies were chosen because they represent large-scale economic-political projects with significant 

fiscal implications and are concrete manifestations of the Asta Cita agenda. This study uses a qualitative 

method based on literature review by conducting a conceptual review and critical analysis of relevant 

academic literature, policy documents, and public reports. The results show that the downstreaming and 

MBG policies are predominantly guided by instrumental rationality oriented towards efficiency, 

accelerated investment, and expanded public spending. In the context of downstreaming, the emphasis 

on economic growth and industrial added value tends to overlook ecological risks and inequality in 

access to resources. Meanwhile, the implementation of the MBG program shows a centralistic pattern in 

budget management and a limited response to public criticism, even though this program absorbs 

significant fiscal resources. These findings indicate that fiscal policy management in both programs 

emphasizes technocratic calculations rather than participatory communicative deliberation. The 

dominance of instrumental rationality in high-cost policies has the potential to narrow the space for 

democratic legitimacy and weaken the quality of public financial management. Thus, this study 

emphasizes the importance of integrating fiscal efficiency and public deliberation in economic policy 

formulation so that development is not only technically rational but also democratically legitimate. 

Keywords: Instrumental Rationality, Communicative Rationality, Fiscal Policy. 

 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menganalisis basis rasionalitas yang mendasari kebijakan hilirisasi sumber daya 

alam (SDA) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan 

menempatkannya dalam perspektif rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif Jürgen 

Habermas. Kedua kebijakan tersebut dipilih karena merepresentasikan proyek ekonomi-politik berskala 

besar dengan implikasi fiskal signifikan serta menjadi manifestasi konkret agenda Asta Cita. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan melakukan telaah konseptual dan 

analisis kritis terhadap literatur akademik, dokumen kebijakan, serta laporan publik yang relevan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi dan MBG lebih dominan dipandu oleh rasionalitas 

instrumental yang berorientasi pada efisiensi, percepatan investasi, dan ekspansi belanja publik. Dalam 

konteks hilirisasi, penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah industri cenderung 

mengesampingkan risiko ekologis dan ketimpangan akses sumber daya. Sementara itu, implementasi 

program MBG memperlihatkan pola sentralistik dalam pengelolaan anggaran dan respons yang terbatas 

terhadap kritik publik, meskipun program ini menyerap sumber daya fiskal yang besar. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa pengelolaan kebijakan fiskal dalam kedua program tersebut lebih menekankan 

kalkulasi teknokratis dibandingkan deliberasi komunikatif yang partisipatif. Dominasi rasionalitas 
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instrumental dalam kebijakan berbiaya besar berpotensi mempersempit ruang legitimasi demokratis dan 

melemahkan kualitas tata kelola keuangan publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan 

pentingnya integrasi antara efisiensi fiskal dan deliberasi publik dalam perumusan kebijakan ekonomi 

agar pembangunan tidak hanya rasional secara teknis, tetapi juga sah secara demokratis 

Kata kunci: Rasionalitas Instrumental, Rasionalitas Komunikatif, Kebijakan Fiskal. 

 

 

PENDAHULUAN 
Pasangan Prabowo-Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

periode 2024–2029 setelah memenangkan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 dan dilantik pada 

24 Oktober 2024. Pemerintahan ini kemudian memperkenalkan visi pembangunan yang dikenal dengan 

Asta Cita. Dokumen tersebut menegaskan delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah 

llegitimasi hukum, pendorongan kemandirian serta pemerataan ekonomi melalui hilirisasi, serta 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan harmoni sosial menuju masyarakat yang adil dan 

makmur (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2025). Kemenangan elektoral Prabowo-

Gibran dalam Pilpres 2024 dengan dukungan 58,59% suara (BBC News Indonesia 2024) tidak hanya 

menandai pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga membuka babak baru orientasi kebijakan 

ekonomi Indonesia. Melalui agenda Asta Cita, pemerintahan ini mengusung akselerasi pembangunan, 

hilirisasi sumber daya alam, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai motor pemerataan dan 

pertumbuhan ekonomi. Kedua program ini tidak sekadar kebijakan sektoral, melainkan proyek ekonomi-

politik berskala besar dengan implikasi fiskal yang signifikan dan jangkauan sosial yang luas. Hilirisasi 

dirancang melalui investasi masif yang mencapai Rp600 triliun di berbagai sektor strategis (Hafiez 

2025), mulai dari pertambangan, energi, hingga perikanan dan pertanian. Sementara itu, program MBG 

diproyeksikan menjadi salah satu program belanja sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern 

dengan cakupan nasional dan kebutuhan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya (BBC News 

Indonesia, 2026). Skala anggaran dan intensitas eksekusinya menunjukkan kuatnya orientasi pada 

efisiensi, percepatan, dan optimalisasi hasil. 

Namun, dalam demokrasi modern, kebijakan ekonomi tidak hanya menyangkut efisiensi fiskal atau 

capaian pertumbuhan makroekonomi. Kebijakan ekonomi juga berkaitan erat dengan legitimasi publik, 

transparansi tata kelola anggaran, serta kualitas deliberasi dalam proses perumusan dan implementasinya 

(Cuadrado-Ballesteros and Bisogno 2021; Xiao and Wang 2024). Dominasi logika percepatan dan 

ekspansi investasi berpotensi mempersempit ruang dialog publik apabila tidak diimbangi dengan 

mekanisme partisipatif yang memadai. Ketegangan antara efisiensi dan legitimasi inilah yang menjadi 

ciri khas dinamika ekonomi-politik negara modern. Jürgen Habermas, melalui dikotomi rasionalitas 

instrumental dan rasionalitas komunikatif (Habermas 1984), menyediakan perangkat analitis untuk 

membaca dinamika tersebut. Dalam masyarakat modern, sistem ekonomi dan birokrasi cenderung 

beroperasi melalui rasionalitas instrumental yang berorientasi pada kontrol, kalkulasi, dan pencapaian 

tujuan secara efisien. Ketika logika sistem ini mendominasi tanpa diimbangi rasionalitas komunikatif 

yang bertumpu pada dialog dan konsensus, terjadi subordinasi ruang publik oleh kepentingan teknokratis 

(Haikal et al. 2026). Dalam konteks kebijakan hilirisasi dan MBG, kecenderungan ini tampak dalam 

penekanan pada target pertumbuhan, ekspansi investasi, dan percepatan implementasi, sementara kritik 

publik dan risiko sosial-ekologis sering kali ditempatkan sebagai variabel sekunder. 

Dalam perspektif keuangan publik, kebijakan fiskal yang rasional tidak hanya diukur dari 

kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi atau mempercepat realisasi program, tetapi juga dari 

kualitas tata kelola anggaran, transparansi alokasi sumber daya, efektivitas belanja, serta keberlanjutan 

fiskal jangka panjang (Cuadrado-Ballesteros and Bisogno 2022; Megah S and Valiant S 2025). 

Kebijakan berbiaya besar seperti hilirisasi dan program MBG menuntut akuntabilitas yang tinggi karena 

bersumber dari dana publik yang terbatas dan memiliki opportunity cost terhadap sektor lain seperti 
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pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Maguire, Persson, and Tinghög 2023; Persson and 

Tinghög 2020). Rasionalitas fiskal yang matang seharusnya mengintegrasikan kalkulasi efisiensi dengan 

evaluasi terbuka, partisipasi publik, dan mitigasi risiko sosial-ekologis. Orientasi kebijakan yang lebih 

menekankan percepatan dan ekspansi belanja tanpa penguatan deliberasi dan pengawasan publik 

memperlihatkan kecenderungan dominasi rasionalitas instrumental dalam pengelolaan keuangan negara. 

Sejauh ini, kajian mengenai hilirisasi sumber daya alam umumnya berfokus pada aspek peningkatan 

nilai tambah industri, daya saing ekspor, dan strategi pertumbuhan ekonomi nasional (Arifin and Solihin 

2025; Indrasari, Subagja, and Hakim 2024; Nurrahayu Prasetiani, Fadhilah Anindya, and Sainandira 

Yoshe 2024; Tsiwiyati 2024). Sementara itu, studi tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih 

banyak menekankan dimensi kesehatan masyarakat, penanggulangan stunting, serta dampak sosialnya 

terhadap kesejahteraan anak dan keluarga (Agustin et al. 2026; Amril and Sazali 2025; Arifin et al. 2025; 

Erinaldi, Ananta, and Nadhira 2025; Sari 2025). Namun, kedua kebijakan tersebut masih jarang 

dianalisis secara bersamaan dalam kerangka ekonomi-politik yang menelaah basis rasionalitas yang 

mendasari perumusan dan implementasinya. Lebih khusus lagi, belum banyak penelitian yang membaca 

kebijakan berimplikasi fiskal besar ini melalui dikotomi rasionalitas instrumental dan rasionalitas 

komunikatif sebagaimana dirumuskan oleh Jürgen Habermas, terutama dalam konteks pengelolaan 

investasi dan belanja publik di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang 

menggabungkan analisis ekonomi-politik pembangunan dengan kerangka teori kritis Habermas untuk 

membaca kebijakan investasi dan belanja publik secara simultan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi orientasi rasionalitas yang 

menopang kebijakan hilirisasi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konteks ekonomi-politik 

pembangunan dan pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian 

ekonomi-politik kebijakan publik dengan mengintegrasikan Teori Rasionalitas Habermas ke dalam 

analisis kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menempatkan hilirisasi 

dan MBG sebagai studi kasus untuk menilai efektivitas kebijakan tidak hanya dari sudut pandang 

ekonomi, tetapi juga dari aspek legitimasi serta kualitas deliberatifnya dalam sistem demokrasi. 

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada upaya memperluas penerapan konsep rasionalitas 

Habermasian ke ranah kebijakan fiskal dan investasi negara. Upaya ini memperkaya diskursus tentang 

hubungan antara efisiensi ekonomi, tata kelola anggaran, dan legitimasi demokratis dalam konteks 

negara berkembang. 

Jürgen Habermas (1984) membedakan dua orientasi rasionalitas dalam masyarakat modern, yakni 

rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif. Rasionalitas instrumental berorientasi pada 

kalkulasi sarana–tujuan, efisiensi, dan kontrol untuk mencapai hasil yang terukur. Rasionalitas ini 

dominan dalam sistem ekonomi dan birokrasi negara. Sebaliknya, rasionalitas komunikatif bertumpu 

pada tindakan yang diarahkan pada pencapaian saling pengertian melalui dialog, partisipasi, dan 

konsensus normative (Habermas 1984). Dalam konteks kebijakan publik, kedua bentuk rasionalitas ini 

membentuk dasar analitis untuk membaca bagaimana keputusan negara dirumuskan dan dilegitimasi. 

Dalam kerangka Habermasian, modernitas ditandai oleh kecenderungan dominasi logika system atas 

dunia kehidupan (lifeworld) yang berbasis komunikasi. Ketika kebijakan publik diperlakukan semata-

mata sebagai persoalan teknis dan manajerial, terjadi apa yang disebut sebagai kolonisasi dunia 

kehidupan. Keputusan ekonomi kemudian dinilai rasional sejauh efektif secara administratif dan efisien 

secara fiskal, sementara dimensi partisipatif dan normatif cenderung terpinggirkan (Mokodompit, 

Abdussamad, and Ahmad 2025). Dominasi rasionalitas instrumental dalam praktik kebijakan ekonomi 

sering terwujud dalam bentuk teknokratisme. Teknokratisme menempatkan keahlian teknis, indikator 

kuantitatif, dan kalkulasi biaya-manfaat sebagai sumber utama legitimasi kebijakan (Gordon 2025). 

Dalam pendekatan ini, keberhasilan diukur melalui percepatan realisasi program, pertumbuhan ekonomi, 

dan optimalisasi anggaran. Namun, legitimasi demokratis tidak hanya bergantung pada efektivitas hasil, 

melainkan juga pada kualitas proses deliberatif yang menyertainya (Fathullah, Hidayat, and Pratama 
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2025; Mokodompit et al. 2025). Rasionalitas komunikatif menuntut transparansi, keterbukaan terhadap 

kritik, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan (Çamlı et al. 2021; Nugraheni, Ryadi, and 

Muljani 2023). 

Hilirisasi sumber daya alam (SDA) merupakan strategi industrialisasi yang bertujuan meningkatkan 

nilai tambah komoditas melalui proses pengolahan domestik sebelum diekspor (Arifin and Solihin 2025; 

Tsiwiyati 2024). Dalam literatur ekonomi pembangunan, hilirisasi dipahami sebagai upaya mengurangi 

ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat struktur industri nasional melalui transfer 

teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara (Puspitawati et al. 2025; 

Yuliani, Hermawan, and Suryana 2025). Dalam konteks kebijakan publik, hilirisasi kerap melibatkan 

investasi negara yang besar, insentif fiskal, serta regulasi yang mendorong pembangunan fasilitas 

pengolahan di dalam negeri (Akhmadi 2024; Mu’min, Kartiko, and Anam 2025). Oleh karena itu, 

strategi ini tidak hanya bersifat industrial, tetapi juga memiliki implikasi fiskal dan politik yang 

signifikan. Namun demikian, kebijakan hilirisasi berbasis ekstraksi sumber daya berisiko memperkuat 

pola pembangunan yang eksploitatif apabila tidak disertai tata kelola lingkungan dan distribusi manfaat 

yang adil (Pambudi 2025; Setiawan and Fadlhia 2025).  

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai bentuk belanja sosial negara yang 

berorientasi pada investasi sumber daya manusia. Dalam literatur keuangan publik, belanja sosial 

dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas human capital, mengurangi ketimpangan, dan 

memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang (Ahuja and Pandit 2022; Alonso-Morales, Sáez-

Martín, and Haro-de-Rosario 2025). Program pemberian makanan di sekolah (school feeding program) 

dikaitkan dengan perbaikan status gizi, peningkatan partisipasi pendidikan, serta dampak ekonomi tidak 

langsung melalui pemberdayaan rantai pasok lokal. Dari perspektif tata kelola keuangan publik, 

efektivitas program belanja sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh 

transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan implementasi (Ahuja and Pandit 2022; Jam’iah 

H.A et al. 2024). Kebijakan berbiaya besar selalu mengandung opportunity cost, karena penggunaan 

sumber daya fiskal pada satu sektor berarti mengurangi ruang pembiayaan sektor lain. Oleh sebab itu, 

rasionalitas fiskal menuntut evaluasi terbuka terhadap desain kebijakan, mitigasi risiko administratif, 

serta keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa manfaat sosial yang dihasilkan 

sebanding dengan beban anggaran yang ditanggung (Agustini and Mulyani 2025). Dalam kerangka 

keuangan publik, program semacam ini tidak hanya dinilai dari tujuan normatifnya melainkan juga dari 

konsistensi antara perencanaan anggaran, sistem pengawasan, dan evaluasi berbasis data (Ayuni 2025).  

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis 

kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa 

pemerintahan Prabowo-Gibran. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis 

konseptual dan interpretatif terhadap kebijakan publik melalui kerangka teori kritis. Data penelitian 

bersumber dari laporan lembaga nasional dan internasional, publikasi akademik, serta pemberitaan media 

yang relevan dengan implementasi kebijakan hilirisasi dan program MBG. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui penelusuran dokumen (document analysis) terhadap berbagai sumber tertulis yang 

berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan kerangka rasionalitas Jürgen Habermas, khususnya konsep rasionalitas instrumental dan 

rasionalitas komunikatif dalam proses pengambilan keputusan publik. Analisis dilakukan dengan 

mengidentifikasi kecenderungan orientasi teknokratis dan instrumental dalam perumusan serta 

implementasi kebijakan, sekaligus menilai sejauh mana ruang deliberasi publik hadir dalam proses 

tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami dinamika hubungan antara rasionalitas 

kebijakan ekonomi pemerintah dan kualitas proses demokrasi deliberatif dalam praktik kebijakan publik 

di Indonesia. 
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PEMBAHASAN 
Hilirisasi: Rasionalitas Investasi, Ekologi, dan Efisiensi Fiskal 

Hilirisasi di era Prabowo-Gibran difokuskan pada percepatan industrialisasi dan peningkatan nilai 

tambah komoditas strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi  (Arifin and Solihin 2025). Upaya 

ini mencerminkan orientasi yang kuat pada rasionalitas instrumental, dengan fokus pada efisiensi fiskal 

dan percepatan realisasi proyek (Haikal et al. 2026). Namun percepatan pembangunan tersebut secara 

nyata juga menimbulkan dampan negative terhadap kelesratian lingkungan. Auriga Nusantara 

melaporkan bahwa tingkat deforestasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 257.000 hektar. Angka ini 

menunjukkan peningkatan deforestasi sebesar 4.191 hektar dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

(Auriga Nusantara 2025). Madani Insight dalam laporannya menjelaskan rencana alih fungsi lahan 

sebesar 20 juta hektare hutan untuk swasembada pangan dan energi (Naufal, Richwanudin, and Arizona 

2025). Siaran pers Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang datanya diolah dari Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Minerbal (ESDM) memperlihatkan bahwa pulau Sumatera sudah menjadi zona 

pengorbanan tambang minerba. Terdapat 1.907 wilayah yang termasuk dalam izin usaha pertambangan 

minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektar (JATAM 2025). Beberapa kasus tersebut 

memberikan gambaran tentang kekhawatiran terhadap degradasi lingkungan, hilangnya biodiversitas, 

serta dampak sosial terhadap masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada ekosistem hutan. Kritik ini 

menempatkan risiko ekologis sebagai isu serius sekaligus menyoroti sejauh mana pertimbangan 

lingkungan telah atau belum didialogkan secara publik dalam pengambilan kebijakan besar (Yusri, 

Wardi, and Evanita 2025).  

Selain itu, struktur kebijakan hilirisasi menunjukkan dominasi perencanaan fiskal yang terpusat dan 

berorientasi target makro, termasuk alokasi dana besar melalui APBN untuk menarik investasi domestik 

dan asing (Mahani, Hendrati, and Wardaya 2025; Pohan et al. 2025). Pendekatan seperti ini sering kali 

mengesampingkan keterlibatan masyarakat lokal, analisis distribusi manfaat, dan evaluasi dampak 

lingkungan secara mendalam (Çamlı et al. 2021; Muthhar 2019; Rizqian 2024). Ketidakseimbangan 

tersebut merefleksikan kecenderungan teknokratisme dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana 

aspek deliberatif publik belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses keputusan. Pergeseran dari 

pendekatan kewilayahan dan komunitas lokal ke logika proyek nasional juga berpotensi mereduksi ruang 

dialog publik (Febriana 2025; Husen and Nugraha 2025). Ketika masyarakat lokal, akademisi, atau 

organisasi lingkungan tidak memiliki jalur kuat dalam perundingan kebijakan, legitimasi fiskal yang 

muncul terbatas pada legitimasi administratif dan bukan deliberatif. Di sinilah pentingnya membaca 

hilirisasi dengan kacamata rasionalitas komunikasi untuk menilai apakah kebijakan ini benar-benar 

responsif terhadap risiko sosial-ekologis, atau sekadar didorong oleh logika efisiensi investasi. 

Meskipun hilirisasi berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi industri, dan 

penyerapan tenaga kerja, fakta kritik terhadap implikasi ekologis menandakan bahwa orientasi kebijakan 

masih lebih condong pada rasionalitas instrumental (Febriana 2025; Husen and Nugraha 2025; Setiawan 

and Fadlhia 2025; WALHI 2025). Optimalisasi hasil fiskal dan percepatan proyek tampaknya 

mendominasi narasi pembangunan tanpa penguatan mekanisme deliberatif yang memadai. Hal ini 

membuka pertanyaan penting tentang bagaimana kebijakan fiskal besar dapat menyeimbangkan efisiensi 

dan legitimasi publik dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah lebih banyak menekankan 

angka investasi, nilai tambah, pertumbuhan PDB, serta percepatan proyek strategis nasional sebagai 

indikator keberhasilan. Sementara itu, perdebatan mengenai daya dukung ekologis, distribusi manfaat 

kepada masyarakat lokal, serta risiko ketergantungan pada kapital global cenderung berada di pinggiran 

diskursus kebijakan. Dominasi indikator kuantitatif dan target makroekonomi menunjukkan bahwa 

legitimasi kebijakan lebih bertumpu pada performa teknokratis dibandingkan pada proses deliberatif 

yang inklusif. Dalam perspektif Habermas, situasi ini merefleksikan kolonisasi ruang publik oleh logika 

sistem. 
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Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Ambisi Fiskal dan Tantangan Deliberatif 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu 

kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan alokasi anggaran signifikan mencapai 

sekitar Rp335 triliun untuk 2026 dan target hampir 83 juta penerima manfaat (Nugraha 2025). Program 

ini dipandang sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, dengan tujuan mengurangi 

stunting sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masa depan melalui peningkatan status kesehatan anak-

anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lain (Nango et al. 2025).  Meskipun program MBG memiliki 

tujuan yang dipandang berpotensi memberikan dampak positif, hal ini tidak serta-merta meniadakan 

berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki implikasi fiskal yang sangat besar karena 

memerlukan alokasi anggaran negara dalam skala nasional dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan 

program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat, sehingga kebutuhan pembiayaannya 

diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dalam APBN (Agustini and Mulyani 2025). 

Besarnya anggaran tersebut menuntut penyesuaian prioritas belanja negara, termasuk kemungkinan 

realokasi dari sektor lain atau peningkatan penerimaan negara. Di satu sisi, MBG dipandang sebagai 

investasi sosial jangka panjang yang berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

perbaikan gizi dan kesehatan anak. Namun di sisi lain, skala pembiayaan yang besar juga menimbulkan 

perdebatan mengenai keberlanjutan fiskal serta efektivitas penggunaan anggaran publik (Nissa et al. 

2025; Pramesti et al. 2025). Selain itu, program MBG juga memiliki masalah lain dalam proses 

pelaksanaan. 

Data Kemenkes per 5 Oktober 2025 menyebutkan bahwa sejak awal tahun 2025, kasus keracunan 

terkait MBG telah mencapai setidaknya lebih dari 11.000 orang (BBC News Indonesia 2025). Kasus 

keracunan yang diduga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 

menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia 

mencatat bahwa dalam periode 1–13 Januari 2026 terdapat 1.242 orang yang diduga menjadi korban 

keracunan. Sementara itu, perhitungan BBC menunjukkan bahwa sepanjang Januari 2026 jumlah korban 

mencapai 1.929 orang (BBC News Indonesia, 2026). Berbagai laporan mengenai kasus keracunan dalam 

program ini menunjukkan adanya persoalan dalam pengendalian mutu serta penerapan standar 

operasional penyediaan makanan. Kondisi munculnya sejumlah kasus keracunan dalam skala besar 

menuntut dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Namun demikian, respons 

pemerintah terhadap opini publik dinilai belum optimal, yang tercermin dari lambannya tanggapan 

terhadap berbagai insiden yang terjadi. Hal ini membuat sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption 

Watch, FIAN Indonesia, jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, 

Transparency International Indonesia, dan Suara Ibu Peduli menolak program MBG karena selain 

keracunan massal, juga karena minimnya transparansi dan akuntabilitas serta tata kelola yang sentralistik 

dan militeristik (Transparency International Indonesia 2025). 

Dalam kerangka rasionalitas deliberasi Habermas, setiap keputusan publik diandaikan harmonisasi 

antar subjek. Setiap subjek di dalamnya ikut berperan secara aktif dan terbebas dari dominasi agar 

tercapainya keputusan intersubjektif dengan hak-hak partisipatif dijunjung tinggi (Muttaqien and 

Ramdan 2023). Berhadapan dengan program MBG, keputusan intersubjektif belum terlaksana secara 

maksimal. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya respon pemerintah dalam mengakomodasi opini publik. 

Selain itu, program MBG fokus pada output kuantitatif seperti jumlah penerima manfaat atau realisasi 

anggaran tanpa simultan memperkuat pengawasan dan sistem pemantauan berpotensi menempatkan 

program pada ranah teknokratis yang sempit.  

Meskipun dirancang sebagai investasi sosial jangka panjang, desain dan evaluasi program lebih 

banyak ditekankan pada capaian kuantitatif dibandingkan kualitas proses deliberatif yang menyertainya. 

Kritik publik terkait kualitas makanan, risiko tata kelola, dan dampak fiskal jangka panjang belum 

sepenuhnya direspons melalui forum komunikasi terbuka yang sistematis. Kecenderungan ini 
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memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan lebih diukur melalui ekspansi administratif dan 

efektivitas distribusi, bukan melalui legitimasi yang lahir dari diskursus publik. Dalam konteks tersebut, 

MBG memperlihatkan orientasi rasionalitas instrumental yang dominan, di mana kebijakan sosial 

diperlakukan sebagai proyek manajerial berskala besar yang harus segera direalisasikan, meskipun ruang 

refleksi kritisnya relatif terbatas. 

  

Dominasi Rasionalitas Instrumental: Implikasi bagi Demokrasi Fiskal 

Analisis atas kedua kasus kebijakan tersebut memperlihatkan pola dominasi rasionalitas 

instrumental dalam perumusan dan implementasi kebijakan fiskal berskala besar. Kebijakan hilirisasi 

lebih dipandu oleh target investasi dan efisiensi proyek besar, sementara MBG berorientasi pada 

perluasan layanan sosial melalui alokasi anggaran sangat besar (Ahuja and Pandit 2022; Arifin and 

Solihin 2025; Haikal et al. 2026; Nugraha 2025). Dalam kedua kasus ini, pertimbangan deliberatif masih 

kurang menonjol dalam tata kelola kebijakan. Dominasi teknokratisme dalam kebijakan fiskal besar 

menunjukkan bahwa legitimasi yang muncul seringkali administratif dan berbasis output kuantitatif, 

bukan berdasarkan konsensus publik yang luas (Gordon 2025). Ketika proses deliberatif tidak 

terintegrasi secara kuat, masyarakat mempunyai ruang yang terbatas untuk menguji validitas kebijakan 

dari sisi sosial-ekologis maupun distribusi manfaatnya. Hal ini dapat memunculkan kritik dan resistensi 

sosial yang pada gilirannya mencederai kualitas demokrasi fiskal. 

Dalam konteks demokrasi fiskal yang ideal, kebijakan publik yang berdampak luas seharusnya 

mencakup mekanisme evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat 

sipil, komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta, sehingga keputusan kebijakan tidak hanya 

bersandar pada logika teknis atau efektivitas (Muhammad, Firdaus, and Aci 2023; Nelly 2024). 

Keterbukaan terhadap kritik serta ruang dialog publik menjadi aspek penting untuk memastikan 

legitimasi yang lebih holistik. Lebih jauh, dominasi rasionalitas instrumental dalam kedua kebijakan 

tersebut menunjukkan pola pemerintahan yang menempatkan teknokrasi sebagai fondasi utama 

legitimasi publik. Keberhasilan diukur dari kecepatan implementasi, serapan anggaran, dan pencapaian 

target makro, sementara dimensi partisipatif cenderung bersifat komplementer. Dalam kerangka 

Habermasian, kondisi ini memperlihatkan kecenderungan sistem politik dan ekonomi menguatkan 

dirinya melalui mekanisme administratif dan fiskal, sehingga ruang publik deliberatif tidak sepenuhnya 

menjadi arena pembentukan legitimasi (Herman 2023; Muthhar 2019). 

Kecenderungan tersebut bukan berarti kebijakan hilirisasi dan MBG tidak memiliki nilai strategis. 

Namun, ketika rasionalitas instrumental menjadi kerangka dominan tanpa keseimbangan rasionalitas 

komunikatif, kebijakan berisiko kehilangan dimensi emansipatorisnya (Dona, Novela, and Nur 2025; 

Santoso et al. 2025). Kebijakan publik berubah menjadi instrumen teknis yang berorientasi pada output, 

bukan pada pembentukan konsensus rasional yang inklusif. Dalam jangka panjang, pola ini dapat 

melemahkan kualitas demokrasi fiskal, karena masyarakat diposisikan lebih sebagai objek penerima 

kebijakan daripada subjek yang terlibat dalam pembentukan arah pembangunan (Gordon 2025; Putra 

2023). Dengan demikian, baik hilirisasi maupun MBG selama pemerintahan Prabowo–Gibran 

menunjukkan kecenderungan kuat pada rasionalitas instrumental sementara integrasi deliberatif masih 

terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan ke depan bukan hanya pada 

efektivitas kebijakan, tetapi pada bagaimana rasionalitas teknokratis dapat diseimbangkan dengan 

legitimasi komunikatif agar pembangunan ekonomi dan sosial tetap berada dalam koridor demokrasi 

yang substantif. 

 

KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan program Makan 

Bergizi Gratis (MBG) pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran lebih banyak digerakkan oleh 

rasionalitas instrumental yang berorientasi pada efisiensi ekonomi, percepatan investasi, dan ekspansi 
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belanja publik. Dalam kerangka pemikiran Jürgen Habermas, orientasi tersebut menempatkan kebijakan 

publik terutama sebagai instrumen teknokratis untuk mencapai target pertumbuhan dan stabilitas fiskal. 

Akibatnya, ruang deliberasi publik yang memungkinkan partisipasi masyarakat, pertimbangan ekologis, 

serta diskursus kritis mengenai dampak sosial menjadi relatif terbatas. Hal ini terlihat dalam 

implementasi kebijakan hilirisasi yang menitikberatkan peningkatan nilai tambah industri serta dalam 

program MBG yang menyerap anggaran besar. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa dominasi 

rasionalitas instrumental dalam kebijakan fiskal berpotensi mengurangi kualitas deliberasi demokratis 

dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi 

pustaka sehingga analisis terutama bertumpu pada interpretasi literatur, dokumen kebijakan, dan laporan 

publik yang tersedia. Penelitian ini juga belum melibatkan data empiris lapangan, seperti wawancara 

dengan pembuat kebijakan, pelaku industri, atau masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan 

hilirisasi dan program MBG. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan 

pendekatan konseptual dengan penelitian empiris agar dapat mengkaji secara lebih mendalam bagaimana 

proses deliberasi publik berlangsung dalam praktik kebijakan ekonomi. 
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